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A. Latar Belakang Masalah

Menurut Widjaja (2003:76), penyelenggaraan pemerintahan desa tidak
terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa merupakan
unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak
strategis untuk keberhasilan semua program. Upaya untuk memperkuat desa
(pemerintah desa dan lembaga Kemasyarakatan) merupakan langkah
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi
daerah. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem
penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi
daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan otonomi
daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi
tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah
kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam
mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di
daerah masing-masing.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul

desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa harus
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memenuhi persyaratan, diantaranya jumlah penduduk, luas wilayah, bagian
wilayah kerja perangkat, dan sarana serta prasarana pemerintahan. Pembentukan
desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang
bersandingan, atau pemekaran dari suatu desa menjadi dua desa atau lebih, atau
pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Pemekaran dari satu desa menjadi
dua desa atau lebih ini dapat dilakukan setelah pencapai mencapai paling sedikit 5
(lima) tahun penyelenggaraan pemerintah desa. Desa yang kondisi masyarakat
dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung.
(Dunn, 2000:38).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2005 pada Pasal 1 menyebutkan
bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam
mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia seperti yang disebutkan dalam Undang-undang
bahwa dalam sebuah Pemerintah Kabupaten/Kota dibentuk Pemerintahan Desa
dan Badan Permusyawaratan Desa.

Menurut Handoyo (2010:56), pemerintah desa dilihat dari sistem
pemerintahan Indonesia merupakan ujung tombak dari pemerintahan daerah
yang langsung berhadapan dengan masyarakat luas. Citra birokrasi
pemerintahan secara keseluruhan akan banyak ditentukan oleh Kkinerja

organisasi tersebut. Pemerintah desa sebagai instansi pelayanan publik dituntut



untuk memperbaiki dan senantiasa melakukan reformasi serta mengantisipasi
perkembangan masyarakat yang terjadi. Peningkatkan citra, kerja dan kinerja
instansi  pemerintah menuju kearah professionalisme dan menunjang
terciptanya pemerintahan yang baik (good governance), perlu adanya
penyatuan arah dan pandangan bagi segenap jajaran pegawai Pemerintah yang
dapat dipergunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan tugas
baik manajerial maupun operasional diseluruh bidang tugas dan unit organisasi
Instansi Pemerintah secara terpadu.

Menurut Lukman (2000:99), pelayanan publik oleh aparat pemerintah
dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi
kualitas yang diharapkan masyarakat. Mengingat fungsi utama pemerintah
adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya
meningkatkan kualitas pelayanan. Pelayanan merupakan salah satu pendekatan
manajemen yang menempatkan pelayanan sebagai strategi usaha dengan cara
mengkondisikan seluruh aparat desa organisasi mampu dan ikut terlibat aktif
dalam upaya peningkatan mutu pelayanan secara berkesinambungan yang
sepenuhnya berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Salah satu kunci keberhasilan suatu organsiasi dalam usaha pencapaian
tujuan sangat ditentukan oleh kemampuan serta keterampilan pegawainya
disamping kemampuan untuk menggerakkan dan mengarahkan bawahan atau
pegawai dari pimpinan organisasi itu sendiri. Kinerja merupakan suatu potensi
yang harus dimiliki oleh setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada

pegawai. Kinerja dengan yang baik, maka setiap pegawai dapat menyelesaikan



segala beban organisasi dengan efektif dan efisien sehingga masalah yang terjadi
pada organisasi dapat teratasi dengan baik.

Kinerja menjadi landasan yang sesungguhnya dalam suatu organisasi karena
jika tidak ada kinerja maka tujuan organisasi tidak dapat tercapai. Kinerja perlu
dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan untuk mengetahui tinggi
rendahnya Kinerja yang ada pada organisasi. Kinerja pegawai merupakan tolak
ukur bagi organisasi untuk menilai kemampuan, produktivitas, dan memberikan
informasi yang berguna bagi hal-hal yang berkaitan dengan pegawai. Kinerja
merupakan hasil pekerjaan yang dibandingkan dengan standar yang telah
ditentukan. Kinerja mempunyai peranan penting bagi peningkatan kemajuan atau
perubahan kearah yang lebih baik untuk pencapaian tujuan organisasi.
Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas individu dalam suatu organisasi
ditentukan oleh kinerja yang dicapainya selama kurun waktu tertentu.

Sumber daya manusia yang berkinerja baik akan memudahkan organisasi
mencapai Vvisi, misi dan tujuannya. Faktor sumber daya manusia ini merupakan
elemen yang penting untuk diperhatikan oleh organisasi, karena sumber daya
manusia dengan Kinerja yang baik diperlukan dalam menunjang keberhasilan
pelaksanaan kegiatan organisasi. Tanpa adanya sumber daya manusia dengan
kinerja yang baik maka akan sulit bagi sebuah organisasi untuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkan.

Perangkat Desa atau perangkat kelurahan merupakan pegawai pejabat
pelayanan publik yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap pelayanan

kepada masyarakat, dan membantu lurah atau kepala desa dalam menjalankan



tugasnya. Tugas pelayanan kepada masyarakat ini mengharuskan para perangkat
desa harus dapat memberikan pelayanan sesuai dengan keinginan masyarakat.
Perangkat desa dituntut memiliki kemampuan, ketrampilan dan perasaan perhatian
yang tulus dan membutuhkan rasa empati yang tinggi dalam melaksanakan
tugasnya melayani masyarakat. Masyarakat diharapkan merasa nyaman dan puas
mendapatkan pelayanan dari perangkat desa dalam menyelesaikan segala
permasalahan administratif di desa.

Pengamatan yang dilakukan di lapangan para perangkat desa masih kurang
efisien dalam menjalankan tugasnya, memakan waktu yang lama, sikap yang
kurang inisatif, kurang bisa bekerja sama dan kurang peduli, hal ini membutuhkan
Kinerja yang baik bagi perangkat desa dalam menjalankan tugas pelayanan kepada
masyarakat sebagai komitmen tanggung jawab mereka.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Makamhaji yang berfokus
terhadap penilaian kinerja perangkat desa. Perangkat desa yang mempunyai
Kinerja yang baik, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran akan
menunjang kelancaran tugas pemerintahan dan pembangunan desa.

Berdasarkan uraian yang disampaikan tersebut, maka dapat diambil judul
“Penilaian Kinerja Perangkat Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten

Sukoharjo Tahun 2019”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan

sebagai berikut:



1. Bagaimana model penilaian kinerja perangkat desa Makamhaji Kecamatan
Kartasura ?
2. Bagaimana efektivitas model penilaian kinerja perangkat desa Makamhaji

Kecamatan Kartasura ?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini
adalah:
1. Mendeskripsikan model penilaian Kkinerja perangkat desa Makamhaji
Kecamatan Kartasura.
2. Mengkaji efektivitas model penilaian kinerja perangkat desa Makamhaji

Kecamatan Kartasura.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah:
1. Manfaat Teoritis
a. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah
wawasan dan pemahaman mahasiswa mengenai kinerja perangkat desa
Makambhaji.
b.Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah bahan refrensi dan

masukan pada penelitian selanjutya.



2. Manfaat Praktis
a. Bagi Penulis, dapat menambah pengetahuan tentang penilaian Kinerja
perangkat desa Makamhaji kecamatan Kartasura kabupaten Sukoharjo.
b. Bagi Perangkat Desa, berkaitan dengan kualitas pelayanan Kinerja
perangkat desa Makamhaji kecamatan Kartasura kabupaten Sukoharjo,
agar hasil dari penelitian ini bisa menjadi acuan dalam meningkatkan

kualitas pelayanan kinerja.



